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Pengelolaan Aplikasi




Keputusan Mendikbudristek No. 55/0/2022

PDK-06.02
Pengelolaan Infrastruktur, Platform, dan
Layanan TIK Pendidikan dan Kebudayaan

PDK-06.01
Tata Kelola TIK

PDK-06.03 PDK-06.04
Pengelolaan Data Pendidikan dan Pengelolaan Media Pendidikan dan
Kebudayaan Kebudayaan
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PDK-06.02.CFM. 01 Pengelolaan TIK Semi Terpusat - Aplikasi Prioritas
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PDK-06.02.CFM. 02 Pengelolaan TIK Semi Terpusat - Aplikasi Non Prioritas

TIMKOORDINA & § pet

PDK.06.02.
CFMLOL
Pengelolaan TIK

Semi Terpusat —
Aplikasi Prioritas

Penetapan
Aplikasi Non P
Prioritas

v

g
Pe t
; Penyediaan & ’r:;nd:uar: .
B infrastruktur ) seEe
Pe KAK Pen gembangan keamanan aplikasi)
nyusunan
Perencansan dan RAB Penyusunan KAK Apliast non
- prioritas sesual
jsesuai standar TIK dan) PengadaanTIK standar TIK dan
SLA —_— SLA
Pemanfaatan
3 Aplikasi Usulan
3 (sosialisasi, pengembangan/
$ F N pendampingan, perbaikan aplikasi
> identifikasi bugs)

RO UMM DAN PENGA DAMN
BARANG DAN JASA

PDK.12.01.
ChML01
Pengelolaan
Pengadaan
Barang dan
Jasa

Pemeliharaan
{(pemutkahiran,
tindakan
pencegahan, dan
pemulihan)

Menerima
tembusan
penghapusan
BMN Apikcasi
non Proiritas

A

S

-
Rekomes =
Peniaan - —
fungsi dan penghapusan
Kelayakan > pemusnahary
Apliasi BMN Apikcasi

non priortas

Pengelclaan

Penghapusan dan
pemusnahan BMN

PENGOUNAAPUKAS |

f—

Pemanfaatan
Aplikasi
(sosialisasi,
pendampingan,
identifikasi bugs)

gggg KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI




Aplikasi SPBE Kementerian (Permendikbudristek No.8/2022 Pasal 19, 20, dan 21)

Aplikasi SPBE
Kementerian

O~NOOT AL OWON -

Digunakan oleh unit kerja Kementerian untuk memberikan Layanan SPBE
Kementerian

Penyelenggaraan Aplikasi SPBE terdiri dari : pengembangan, pengelolaan,
pemanfaatan, dan penghapusan Aplikasi SPBE Kementerian

Pengembangan Aplikasi SPBE mengutamakan penggunaan kode sumber
terbuka

Aplikasi SPBE Kementerian terdiri dari : Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus

Seluruh unit kerja pada Kementerian harus menggunakan Aplikasi Umum
yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Aplikasi khusus dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan khusus
Kementerian yang bukan termasuk Aplikasi Umum

Pengembangan Aplikasi khusus didasarkan pada Arsitektur SPBE
Kementerian, dan telah mendapatkan pertimbangan dari KemenpanRB.

Petunjuk teknis pengelolaan, pemanfaatan, dan penghapusan Aplikasi
Khusus ditetapkan oleh Koordinator SPBE Kementerian.
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REFERENSI ARSITEKTUR
APLIKASI SPBE

Struktur Referensi

Referensi Arsitektur Aplikasi X X - -
S Domain Arsitektur Aplikasi SPBE
[Tingkat 1 (Domain Aplikasi) d asions
Aplikasi Umum

{Tingkat 2 (Area Aplikasi)
{Tingkat 3 (Kategori Aplikasi)
SPBE Instansi Pusat Tingkat 4 (Sub Kategori Aplikasi) I

SPBE Pemerintah Daerah

Taksonomi Referensi
~ Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan

Aplikasi Umum Layanan Publik

| Domain Arsitektur Layanan SPBE —l
Domain Arsitektur Aplikasi SPBE Domain
ngain | Arsi
oy Aplikasi Khusus
SHEE Domain Arsitektur Infrastruktur SPBE Informasi K K - K
Aplikasi Khusus Aplikasi Khusus
Domain Arsitektur Proses Bisnis M Isi Te rtentu F un gSI Te rtentu

Manajemen

Tata Kelola
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Model Pengelolaan Aplikasi Kementerian

Perencanaan dan Pengadaan dan Pemanfaatan dan Pemeliharaan dan
Model Pengelolaan Pengorganisasian Pengembangan Pengelolaan Pemusnahan
PUSDATIN SATKER  PUSDATIN SATKER  PUSDATIN  SATKER  PUSDATIN SATKER
Aplikasi Umum ) ) ) ) )
Aplikasi Sejenis Y v v v v y
Aplikasi Khusus ) ) ) ) )

Catatan : Pusdatin sebagai Pengelola SPBE
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Aplikasi Umum

Aplikasi Umum merupakan aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan
secara berbagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah.

Aplikasi yang dibangun dan/atau dikembangkan pada bidang:

Akuntabilitas Pemantauan
Kinerja dan Evaluasi

Perencanaan Kepegawaian

Penganggaran

Ketentuan :
Pembangunan atau Pengembangan Aplikasi Umum baru tidak diizinkan/tidak diperbolehkan\.

1.

2. Semua Aplikasi Umum yang sudah dimanfaatkan/dikembangkan harus disampaikan ke PUSDATIN yang kemudian
didaftarkan ke Kemkominfo sebagai PSE (Penyelenggara Sistem Elektronik) Publik.

3. Pengajuan Anggaran terkait Aplikasi Umum hanya untuk pemeliharaan (Bug Fixing, Penambahan Modul/Fitur)
Pengelolaan, Sosialisasi.

4. Pembangunan dan Pengemabangan Aplikasi Umum mengutamakan Penggunaan Kode Sumber Terbuka

5. Pembangunan dan Pengemabangan Aplikasi Umum yang menggunakan Kode Sumber Tertutup harus mendapat
pertimbangan dari Kemkominfo

6. Dokumentasi dan Kode Sumber Aplikasi Umum harus didaftarkan dan disimpan pada respositori Aplikasi SPBE di
Kementerian (copyright dimiliki oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan dikoordinasikan oleh
PUSDATIN) : Diatur kemudian dalam bentuk SOP.

7. Pembangunan atau Pengembangan Aplikasi Umum mengacu pada Arsitekiur SPBE Kementerian

8. Setiap Unit Kerja Wajib mengutamakan Penggunaan Aplikasi Umum vyang telah dikembangkan sebelumnya di

Kemendikbudristek
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Aplikasi Umum (Aplikasi Sejenis)

Aplikasi Sejenis adalah Aplikasi Umum vyang telah dikembangkan dan
dimanfaatkan oleh unit kerja sebelum adanya Aplikasi umum bidang yang
sama ditetapkan oleh kemenpanRB

Membangun dan/atau mengembangkan aplikasi umum yang telah ditetapkan
oleh KemenpanRB, yaitu pada bidang :

Pengadaan barang
dan Jasa

Pengaduan

Kearsipan dan tata
Pelayanan Publik

(SPAN-LAPOR)

Naskah Dinas
(SRIKANDI)

Pemerintah (LPSE),

Ketentuan :
1. Aplikasi sejenis harus didaftarkan kepada PUSDATIN untuk pengajuan rekomendasi dari Kementerian
Kominfo

2. Proses Bisnis Aplikasi Sejenis harus disesuaikan dengan Proses Bisnis Aplikasi Umum yang telah
ditetapkan Kemenpan.

3. Pengembangan Aplikasi Sejenis dilakukan sesuai dengan rekomendasi Kominfo
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Aplikasi Khusus

e Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan
dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah (IPPD) tertentu untuk memenuhi
kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain.

e Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu adalah Aplikasi yang dibangun, dikembangkan,
digunakan, dan dikelola oleh IPPD tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang
bukan kebutuhan IPPD lain, untuk mendukung misi tertentu. Contohnya : Platform
Digital Pendidikan.

e Aplikasi Khusus Misi Tertentu adalah Aplikasi yang dibangun, dikembangkan,
digunakan, dan dikelola oleh IPPD tertentu untuk memenuhi fungsi khusus yang bukan
fungsi IPPD lain. Contohnya amanbersama.kemdikbud.go.id dan
kuotadikti.kemdikbud.go.id (website kuota belajar, sekarang sudah tidak ada karena
program sudah berhenti)

Ketentuan :
1. Aplikasi Khusus yang dibangun/dikembangkan untuk mendukung Proses Bisnis Unit Kerja

2. Pembangunan atau Pengembangan Aplikasi Khusus mengacu pada Arsitektur SPBE Kementerian
3. Setiap unit kerja harus mengutamakan pemanfaatan aplikasi khusus yang mempunyai proses bisnis yang sama

4. Semua Aplikasi Khusus yang sudah dimanfaatkan/dikembangkan harus disampaikan ke PUSDATIN yang kemudian
didaftarkan ke Kemkominfo sebagai PSE (Penyelenggara Sistem Elektronik) Publik.
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Mekanisme Pemetaan Aplikasi

1. Strategic Application Strategic
Merupakan aplikasi-aplikasi yang sangat penting untuk DAPODIK KBBI RUMAH BELAJAR
kesuksesan bisnis di masa mendatang. Aplikasi-aplikasi ANBK PMM
tersebut menciptakan dan mendukung perubahan
terhadap bagaimana organisasi menjalangllan bisnisnya DAPOBAS KAMPUS MERDEKA
dengan memberikan keuntungan kompetitif. DAPOBUD RAPOR
2. High potential PD-DIKTI FITUR LAYANAN PENGGUNA
Merupakan aplikasi inovatif yang mungkin akan SIM-PKB SDS
menciptakan peluang untuk mendukung program utama PUSAT KURASI
Kemendikbudristek di masa depan.
3. Key Operational SPSE
Merupakan aplikasi yang membantu operasional PUBLIKASI SINDE
Kemendikbudristek yang ada, serta membantu BEASISWA SEPIA
menghindarkan dari kondisi yang tidak menguntungkan. ULT SKP
4. Support LAMAN UNIT UTAMA | SELI
Merupakan aplikasi yang dapat meningkatkan efisiensi LAMAN KEMDIKBUD BSSX'PS
bisnis dan efektivitas manajemen, namun i
keberadaannya tidak menopang proses bisnis ataupun JURNAL ILMIAH EMAIL
memberi keuntungan kompetitif bagi organisasi DIKBUD HR .
Support Key Operational
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.Segmentasi Cloud Hybrid

On Premise
1. beban stabil
2. konstan
3. data sensitive
4. fail fast and cheaply
5. low latency

JENIS LAYANAN

PDN

PUBLIKASI

Public Cloud

1. elastis
2. aplikasi dirancang untuk
jangka panjang

SINDE EMAIL SELI
DAPODIK SEPIA DIKBUD HR

Layanan Administrasi Kementerian

PLATFORM E-LEARNING

Layanan Publik
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Pengelolaan Infrastruktur
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Infrastruktur SPBE (Pasal 27 Perpres 95/2018 tentang SPBE)

Infrastruktur SPBE

Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras,
perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi
penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi,
komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data,
perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat
elektronik lainnya

Infrastruktur SPBE Nasional adalah Infrastruktur
SPBE yang terhubung dengan Infrastruktur SPBE
instansi pusat dan pemerintah daerah dan digunakan
secara bagi pakai oleh instansi pusat dan pemerintah
daerah.

Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah
Daerah adalah Infrastruktur SPBE yang
diselenggarakan oleh instansi pusat dan pemerintah
daerah masing-masing.

ﬂEI v i

%
A9 Y, B
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Infrastruktur SPBE Kementerian (Permendikbudristek N0.8/2022 rasai 16, 17, dan 18)

Infrastruktur SPBE Kementerian

1.

Penggunaan infrastruktur SPBE Kementerian bertujuan untuk

meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi dalam

rangka penyelenggaraan infrastruktur SPBE Kementerian.

Penggunaannya dilakukan secara bagi pakai di dalam Kementerian,

dan dalam penyelenggaraannya Pengelola SPBE Kementerian dapat
berkoordinasi/berkonsultasi dengan Kemenkominfo RI.

Infrastruktur SPBE Kementerian terdiri dari : (i) Jaringan Intra

Kementerian; dan (ii) Sistem Penghubung Layanan Kementerian

Jaringan Intra Kementerian digunakan oleh seluruh unit kerja pada
Kementerian untuk menghubungkan antar simpul jaringan dalam
Kementerian

Sistem Penghubung Layanan Kementerian digunakan oleh seluruh unit

kerja pada Kementerian untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE
Kementerian.

Selain kedua hal tersebut, infrastruktur SPBE Kementerian juga meliputi (
: (i) Pusat Komputasi Kementerian; (ii) Pusat Kendali Kementerian; dan

(iif) Jaringan Internet Kementerian

Penyelenggaraan Pusat Komputasi Kementerian terhubung dengan
Pusat Data Nasional

Seluruh unit kerja pada Kementerian harus menggunakan Infrastruktur
SPBE Kementerian yang diselenggarakan oleh Pengelola SPBE
Kementerian. u B
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Infrastruktur SPBE

P |
e Pasal 27 Perpres 95/2018 tentang SPBE “ l
E

e Pasal 17 Permendikbudristek 8/2022 tentang SPB

Infrastruktur SPBE

Infrastruktur SPBE Nasional Pusat Data Nasional (PDN)
Infrastruktur SPBE Instansi Jaringan Intra Pemerintah Jaringan Intra Kementerian
Pusat dan Pemerintah (JIP) Sistem Penghubung Layanan
Daerah Sistem Penghubung Layanan Kementerian

Pemerintah (SPLP) pusat komputasi Kementerian

pusat kendali Kementerian
jaringan internet Kementerian
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Keputusan Mendikbudristek No. 55/0/2022

PDK-06.02.CFM. 03 Pengelolaan TIK Semi Terpusat - Infrastruktur Prioritas

PDK .06.02.
CFM.01
Pengelolaan TIK
Semi Terpusat —
Aplikasi Prioritas

TIM KOORDINAS SPBE

Persetujuan

BIRO UMUMDAN PENGADAMN
BARANG DAN JASA

Y

PDK.12.01.
CFMLO1
Pengelolaan
Pengadaan
Barang dan Jasa

Pengelolaan
Penghapusan dan

pemusnahan BMN

v
Perencanaan Mengajukan Pensentansn Pemediharaan Rekomendasi
kebutuhan " B i N
E frastrukt usulan Penyusunan KAK Penyusunan Implementasi (berfungsi {tindakan Penilaian nghapusan dan
SIS | xebutuhan Perencanaan dan KAK pengadasan || infrastruktur TIK & perbaikan, dan [ fungsi dan penghap
prioritas sesuai - s K keamanan; help . pemusnahan
rencans induk dan > in a,“',u tor RAB infrastruktur prioritas desk) kondisi Kelayakan BMN Aplikasi
arsitektur SPBE prioritas infrastruktur) e
- -~
nyampaikan usulan Usulan
peningkatan kinerja | pemusnahan -
infrastruktur prioritas infrastruktur

UNIT UTAMA
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PDK-06.02.CFM. 04 Pengelolaan TIK Semi Terpusat - Infrastruktur Non Prioritas

UNIT UTAMA

Menyampaikan
wsulan kebutuhan
infrastruktur
pendukung
TIK(internet /LAN /

Perangkat pendukung

UPT)

3 Persetujuan
- Tidak Ya
Z A
v v
Meninjau usulan
kebutuban
infrastruktur
e pendukung TIK
Penyusunan
Koordinasi usulan KAK
-~ kebutuhan Perencanaan
dan RAB

?

PDK.06.02.
CFM.02
Pengelolaan TIK
Semi Terpusat —
Aplikasi Non
Prioritas

BIRO UMUM DAN PENGADAAN
BARANG DAN JASA

v
Penyusunan KAK Implementasi
pengadaan infrastrukt
infrastruktur Non infrastruktur
. Non Prioritas TIK)
Pricritas
PDK.12.01
CiML.01

Pengelolaan
Pengadaan Barang
dan Jasa

Pemantauan
(berfungsi;
keamanan)

Rekomendasi
penghapusan dan

pemusnahan BMN
infrastruktur non
prioritas

Y

Pengelolaan
Penghapusan dan
pemusnahan BMN
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REFERENSI ARSITEKTUR
INFRASTRUKTUR SPBE

Struktur Referensi Domain Arsitektur Infrastruktur SPBE

Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE

SPBE Nasional

Platform

Tingkat 1 (Domain Infrastruktur) “

Tingkat 2 (Area Infrastruktur)

‘ | Komputasi Awan |

Tingkat 3 (Kategori Infrastruktur)

"‘ | Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi |

Tingkat 4 (Sub Kategori Infrastruktur)

Sistem Integrasi

Taksonomi Referensi

Sistem Penghubung Layanan (SPL) Pemerintah

Visi SPBE
Tujuan SPBE Sasaran SPBE

SPL Instansi Pusat | | SPL Pemerintah Daerah

| Domain Arsitektur Layanan SPBE

Jaringan Intra Pemerintah

Domain QomBKTATstekaiic ApRAst SERE C ) _ Jaringan Intra Pemerintah
Arsitek i Jaringan Intra Instansi Pusat
Keamanan o Daerah
SREE Domain Arsitektur Infrastruktur SPBE | Informasi
Domain Arsitektur Proses Bisnis FaSl Ilta S Kom pUtaSI
, Pusat Data Nasional Pusat Komputasi Pusat Kendali
Manajemen

Tata Kelola




Model Pengelolaan Infrastruktur Kementerian

Perencanaan dan Pengadaan dan Pemanfaatan dan Pemeliharaan dan
Pengorganisasian Pengembangan Pengelolaan Pemusnahan

Model Pengelolaan

PUSDATIN SATKER  PUSDATIN  SATKER  PUSDATIN SATKER  PUSDATIN  SATKER

Jaringan Intra Kementerian ) ) ) ) )
Sistem Penghubm.1g v v v v v
Layanan Kementerian
Pusat Komp.uta3| v v y v v v
Kementerian
Pusat Kendali Kementerian ) ) v ) )
Jaringan Intt.arnet v v v v v
Kementerian
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Jaringan Intra Instansi Pusat

Jaringan Intra Instansi Pusat menghubungkan jaringan di dalam Instansi Pusat /Kementerian dan Jaringan
Intra pemerintah

Jaringan Intra Kementerian dibangun oleh PUSDATIN sebagai unit pengelola SPBE untuk menghubungkan
antar simpul jaringan di lingkungan Kementerian

Jaringan Intra Kementerian harus terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah

Setiap Unit Kerja harus menggunakan Jaringan Intra Kementerian

Jaringan Tertutup Jaringan Terbuka

- Layanan Host To Host antar

Kementerian/Lembaga Layanan koneksi Internet untuk layanan Unit
- Layanan jaringan intra Data Center Utama dan Satker Pusat dan Daerah
Pusdatin
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Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP)

e SPLP merupakan perangkat integrasi yang terhubung dengan Sistem Penghubung
Layanan IPPD untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE antar Instansi Pusat
dan/atau Pemerintah Daerah

e Sistem Penghubung Layanan IPPD merupakan Sistem Penghubung Layanan yang
diselenggarakan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk melakukan
pertukaran Layanan SPBE dalam Instansi Pusat atau dalam Pemerintah Daerah

e Setiap Unit Kerja harus menggunakan Sistem Penghubung Layanan Kementerian

e Sistem Penghubung Layanan Kementerian dikembangkan oleh PUSDATIN dengan

ketentuan:
a. Membuat keterhubungan dan akses JIIPPD dengan JIP

b. Memenuhi Standar Interoperabilitas antar layanan SPBE
c. Mendapat pertimbangan kelaikan operasi dari Kemenkominfo dan pertimbangan kelaikan kemanan

dari BSSN
e Standar Interoperabilitas antar layanan SPBE ditetapkan oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika
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Pemanfaatan Pusat Data

Nasional

Penggunaan Pusat Data Nasional
untuk aplikasi yang menggunakan
data yang bersifat terbuka dan yang
bersifat rahasia dan sangat rahasia
Pemanfaatan = PDN  disesuaikan
dengan kebutuhan teknis
aplikasi/layanan

Pemanfaatan PDN dikoordinasikan
oleh PUSDATIN

Sestama mengkoordinasikan
kebutuhan kapasitas dari unit kerja di
unit utama masing-masing

Unit utama menyampaikan
kebutuhan kapasitas ke PUSDATIN
setahun sebelum pelaksanaan
program TIK

PUSDATIN melakukan pendaftaran
kebutuhan kapasitas dari seluruh unit
kerja kepada Kemkominfo

Pengembangan Pusat Data dan on

Premise Kementerian tidak
diperbolehkan
Pemanfaatan on premise

mengutamakan prinsip resource sharing
Pengelolaan on premise terintegrasi
dilaksanakan oleh PUSDATIN
Pemeliharaan Pusat Data dapat
dilakukan, seperti pembelian lisensi,
support dan perangkat yang sudah end
of support

Setiap rencana kegiatan/pengadaan
pemeliharaan  pusat data harus
disampaikan dan dikoordinasikan
dengan PUSDATIN melalui clearance
Pemanfaatan Pusat Data Kementerian
dan on Premise diutamakan untuk
aplikasi umum (Layanan Adm
Kementerian)

Pemanfaatan public cloud
diutamakan untuk aplikasi khusus
(Layanan Publik Kementerian) yang
menggunakan data yg bersifat
terbuka;

Pengelolaan dan Pengadaan Public
Cloud dilaksanakan secara terpusat
oleh PUSDATIN
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Pusat Komputasi
dan Pusat Kendali

Pusat Komputasi Kementerian meupakan infrastruktur SPBE Kementerian.
Penyelenggaran Infrastruktur SPBE Kementerian dilaksanakan oleh pengelola SPBE
dengan konsep berbagi pakai di dalam Kementerian.

Dalam Hal Pusat Data Nasional belum dapat memenuhi kebutuhan teknis, Kementerian
dapat memanfaatkan Pusat Komputasi Kementerian

Pemanfataan Infrastruktur SPBE Kementerian meliputi :

e Layanan Virtualisasi On Premise dengan memanfaatkan reosurce yang masih tersedia;
e Layanan Virtualisasi menggunakan layanan pihak ke tiga;
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